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ABSTRACT 

East Java is the province with the highest number of Indonesian Migrant Workers 

(IMW) placements in Indonesia, while also recording a substantial number of 

complaints totaling 190 cases in 2024. This situation places UPTP2TK East Java in 

a strategic position as the implementer of the PERLEVA Program (Empowerment 

and Protection of Problematic Indonesian Migrant Workers). This study aims to 

describe the implementation of the PERLEVA Program at UPTP2TK East Java and 

to identify its supporting and inhibiting factors. A descriptive qualitative method 

was employed using Winter's Policy Implementation Model (2012), which 

encompasses three dimensions: inter-organizational behavior, street-level 

bureaucratic behavior, and target group behavior. Data were collected through in-

depth interviews, observation, and documentation. The findings reveal that 

PERLEVA implementation runs fairly effectively, supported by a strong regulatory 

framework (Law No. 18 of 2017, East Java Regional Regulation No. 2 of 2022, and 

Governor Regulation No. 62 of 2018), high commitment from implementers who 

are willing to provide 24-hour services, and positive responses from the target 

group. Inhibiting factors include limited human resources in the PERLEVA Section, 

a training gap between civil servants and non-civil servants, budget constraints for 

emergency cases, and varying levels of administrative capability among IMW 

families. The study concludes that the success of PERLEVA implementation highly 

depends on the commitment of field-level implementers who are able to 

compensate for existing structural limitations. 
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ABSTRAK 

Jawa Timur merupakan provinsi penyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

terbesar di Indonesia, sekaligus mencatatkan angka pengaduan PMI yang cukup 

tinggi dengan 190 kasus pada tahun 2024. Kondisi ini menempatkan UPTP2TK 

Jawa Timur pada posisi strategis sebagai pelaksana Program PERLEVA 

(Pemberdayaan dan Perlindungan PMI Bermasalah). Penelitian ini bertujuan 

mendeskripsikan implementasi Program PERLEVA di UPTP2TK Jawa Timur serta 

mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan 

metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan Model Implementasi Kebijakan 

Winter (2012) yang mencakup tiga dimensi, yaitu perilaku hubungan antar 

organisasi, perilaku birokrasi garis depan, dan perilaku kelompok sasaran. 

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan 

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PERLEVA 

berjalan cukup efektif ditopang oleh kerangka regulasi yang kuat (UU No. 18 Tahun 

2017, Perda Jawa Timur No. 2 Tahun 2022, dan Pergub No. 62 Tahun 2018), 

komitmen tinggi pelaksana yang bersedia melayani 24 jam, serta respons positif 

dari kelompok sasaran. Faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya 

manusia pada Seksi PERLEVA, kesenjangan pelatihan antara ASN dan non-ASN, 

keterbatasan anggaran untuk kasus darurat, serta variasi kemampuan administrasi 

keluarga PMI. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi 

PERLEVA sangat bergantung pada komitmen pelaksana lapangan yang mampu 

mengompensasi keterbatasan struktural yang ada. 

 

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, PERLEVA, Pekerja Migran Indonesia, 

UPTP2TK Jawa Timur, Model Winter 

 

A. PENDAHULUAN  

Indonesia merupakan salah satu negara pengirim Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) terbesar di dunia. Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI), jumlah PMI pada tahun 2024 mencapai 296.970 orang, 

meningkat 8,40% dibandingkan tahun 2023. Dari seluruh provinsi di Indonesia, 

Jawa Timur secara konsisten menempati posisi tertinggi sebagai daerah asal PMI, 

menyumbang sekitar 64% bersama Jawa Barat dan Jawa Tengah dari total 

penempatan PMI nasional (Nabilah, 2025). Tingginya angka penempatan PMI dari 

Jawa Timur tidak terlepas dari persoalan struktural yang mendorongnya. Tingkat 

pengangguran Indonesia tercatat 5,2 persen berdasarkan laporan World Economic 

Outlook IMF April 2024, melampaui Filipina, Malaysia, Vietnam, Singapura, dan 

Thailand. Keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri mendorong masyarakat 

mencari peluang di luar negeri, terutama di negara-negara seperti Hong Kong, 

Taiwan, Malaysia, Arab Saudi, dan Singapura yang menawarkan upah jauh lebih 

tinggi. 

Namun demikian, fenomena migrasi kerja ini tidak berjalan tanpa risiko. Data 

BP2MI mencatat bahwa pada periode Januari–Mei 2025 terdapat 948 kasus 

pengaduan PMI, dengan kategori tertinggi berupa PMI ingin dipulangkan (301 

kasus), PMI gagal berangkat (116 kasus), dan PMI meninggal (62 kasus). Jawa 

Timur sendiri mencatatkan 190 kasus pengaduan sepanjang tahun 2024, 
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menempatkannya di posisi ketiga secara nasional setelah Jawa Barat dan Jawa 

Tengah. Sebagai respons atas permasalahan tersebut, pemerintah menetapkan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia yang menjadi landasan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan 

dan Perlindungan Tenaga Kerja (UPTP2TK) di setiap provinsi. Di Jawa Timur, 

UPTP2TK menjalankan Program PERLEVA (Penanganan dan Penyelesaian 

Masalah Pekerja Migran Bermasalah) yang memberikan layanan terpadu mulai dari 

pengaduan, mediasi, fasilitasi pemulangan, penyediaan shelter, pendampingan 

klaim BPJS, penanganan jenazah, hingga program pemberdayaan PMI purna. 

Kajian terdahulu tentang perlindungan PMI di Jawa Timur lebih banyak 

berfokus pada inovasi layanan berbasis teknologi seperti simPADU-PMI (Salsabila 

& Nawangsari, 2019; Triprastiwi & Niswah, 2020), efektivitas layanan repatriasi 

(Gunawan & Nafi'ah, 2025), serta analisis hukum normatif (Izzati, 2019). Kajian 

mendalam tentang implementasi program PERLEVA di tingkat pelaksana teknis 

daerah masih sangat terbatas, sehingga terdapat celah penelitian (research gap) 

yang perlu diisi. Penelitian ini hadir untuk menjawab celah tersebut dengan 

menganalisis implementasi PERLEVA menggunakan Model Implementasi 

Kebijakan Winter (2012) yang menekankan interaksi antara pelaksana, struktur 

organisasi, dan kelompok sasaran sebagai penentu utama efektivitas implementasi 

kebijakan. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu suatu 

pendekatan yang bertujuan memahami fenomena secara mendalam dalam konteks 

alaminya (Fadli, 2021). Pendekatan kualitatif dipilih karena implementasi 

kebijakan merupakan proses sosial yang kompleks, memerlukan eksplorasi 

mendalam atas makna, interaksi, dan dinamika yang tidak dapat sepenuhnya 

ditangkap melalui data kuantitatif semata. Lokasi penelitian adalah UPTP2TK Jawa 

Timur yang berkedudukan di Jl. Dukuh Menanggal No. 124-126, Surabaya, di 

bawah naungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi 

Jawa Timur. Pemilihan lokasi didasarkan pada posisi strategis UPTP2TK sebagai 

pelaksana teknis Program PERLEVA sekaligus garda terdepan perlindungan PMI 

bermasalah di Jawa Timur. 

Fokus penelitian diarahkan pada implementasi Program PERLEVA melalui 

tiga dimensi utama Model Winter (2012), yaitu: (1) perilaku hubungan antar 

organisasi (behavior relationships between organizations), mencakup koordinasi, 

komunikasi, dan komitmen lintas instansi; (2) perilaku birokrasi garis depan (street-

level bureaucratic behavior), mencakup kapasitas, motivasi, dan diskresi pelaksana 

lapangan; serta (3) perilaku kelompok sasaran (target group behavior), mencakup 

pemahaman, partisipasi, dan respons PMI beserta keluarganya. Penentuan informan 

menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria keterlibatan langsung 

dalam pelaksanaan atau penerimaan layanan Program PERLEVA. Informan terdiri 

dari empat narasumber, yaitu: Pak Prayit (pejabat struktural setara kepala seksi), Bu 

Defrina (Pengantar Kerja Ahli Pertama/pelaksana lapangan), Bu Nurul (Kepala 

Seksi PERLEVA), dan Bu Wiwin Sukaningsih (keluarga PMI sebagai penerima 

manfaat). Wawancara dilaksanakan pada 2 Desember 2025. 
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Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam (in-depth 

interview), observasi langsung ke lokasi pelayanan UPTP2TK, serta telaah 

dokumentasi berupa regulasi, laporan kegiatan, dan data kasus PMI. Analisis data 

menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang terdiri dari tiga 

tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data 

dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Program PERLEVA (Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pekerja Migran 

Bermasalah) merupakan program unggulan UPTP2TK Jawa Timur yang 

berlandaskan pada UU No. 18 Tahun 2017, Peraturan Daerah Jawa Timur No. 2 

Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan 

Peraturan Gubernur No. 62 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi UPTP2TK. 

Program ini dijalankan oleh Seksi Perlindungan, Pemberdayaan dan Kelembagaan 

Penempatan yang berada di bawah Kepala UPTP2TK. 

Cakupan layanan PERLEVA sangat luas, meliputi penanganan pengaduan 

PMI dan keluarganya, mediasi antara PMI dengan perusahaan penempatan (P3MI) 

pada kasus gaji tidak dibayar, kekerasan, atau pelanggaran kontrak, fasilitasi 

pemulangan bagi PMI sakit, deportasi, atau gagal berangkat, fasilitasi penanganan 

jenazah PMI mulai dari penjemputan di Bandara Juanda hingga pengantaran ke 

daerah asal, pendampingan klaim BPJS Ketenagakerjaan pada kasus kecelakaan 

kerja atau kematian, penyediaan shelter sebagai fasilitas transit sementara, dan 

program pemberdayaan PMI purna berupa pelatihan keterampilan seperti membuat 

makanan ringan dan membuka usaha kecil. 

Implementasi PERLEVA bersifat lintas sektor sehingga membutuhkan 

koordinasi intensif dengan berbagai instansi. UPTP2TK berkoordinasi dengan 

BP2MI/BP3MI, Disnaker kabupaten/kota, Kementerian Luar Negeri, KBRI/KJRI, 

Dinas Sosial, rumah sakit, aparat keamanan, NGO, dan perusahaan penempatan 

(P3MI). Koordinasi dilakukan melalui rapat berkala, grup komunikasi TPPO 

(Tindak Pidana Perdagangan Orang), serta zoom meeting khusus untuk kasus 

deportasi guna memastikan akurasi data penerima. Regulasi memberikan pijakan 

formal yang kuat bagi koordinasi tersebut. Bu Nurul menegaskan “regulasi dari 

kegiatan kita adalah UU No. 18 Tahun 2017, turunannya adalah Perda No. 2 Tahun 

2022 apabila ada suatu kejadian masalah terhadap PMI, kami bisa menghandle dari 

kantor cabang ataupun kantor pusat yang ada di wilayah Jawa Timur.” Pak Prayit 

menambahkan "Ada grup TPPO untuk evaluasi agar tidak terjadi saling lempar 

tanggung jawab." 

Namun koordinasi lintas instansi tidak selalu berjalan mulus. Bu Nurul 

mengungkapkan sejumlah kendala “PT sulit dipanggil, kendalanya waktu dan 

komunikasi. Ketidaksiapan administrasi dari luar negeri sehingga surat dari luar 

negeri sering mendadak." Fenomena ini sejalan dengan analisis Winter tentang 

multi-actor implementation yang oleh O'Toole (1986) dikategorikan sebagai bentuk 

implementasi paling rumit karena mengandung interdependensi tinggi antar 

lembaga. 

Pelaksana PERLEVA menunjukkan kapasitas teknis yang memadai dalam 

menangani berbagai jenis kasus PMI. Seluruh narasumber internal menegaskan 
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bahwa staf memahami alur kerja dan delapan SOP yang berlaku. Bu Nurul 

menyatakan: "Setiap kegiatan wajib mempunyai SOP ada 8 SOP dan semuanya 

berjalan efektif." Staf mampu menangani kasus mulai dari pengaduan, mediasi, 

pemulangan, pengurusan jenazah, hingga klaim jaminan sosial yang membutuhkan 

pemahaman hukum ketenagakerjaan dan migrasi internasional sekaligus. 

Komitmen pelaksana menjadi modal paling menonjol dalam implementasi 

PERLEVA. Layanan bersifat 24 jam tanpa mengenal hari libur. Bu Defrina 

menyatakan: "Komitmen kita tinggi karena pelayanan itu 24 jam sehingga kita tidak 

mengenal libur." Pak Prayit mengonfirmasi hal serupa: "Untuk beban kerja cukup 

tinggi karena harus bekerja tanpa melihat jam masuk maupun jam pulang." 

Tingginya komitmen ini sebagian berhasil mengompensasi keterbatasan struktural 

yang ada. 

Keterbatasan SDM menjadi hambatan yang konsisten disampaikan seluruh 

narasumber internal. Bu Nurul menjelaskan: "Untuk SDM kita masih kurang, 

karena semakin bertambahnya waktu SDM yang pensiun dengan yang masuk lebih 

banyak yang pensiun." Pak Prayit menambahkan: "Untuk tugas yang ada di 

PERLEVA ini jumlah aparaturnya masih kurang sehingga masih membutuhkan 

pegawai atau staf yang di luar PERLEVA." Kondisi ini memaksa sebagian staf 

bekerja melampaui kapasitas normalnya, terutama saat terjadi penanganan kasus 

jenazah atau deportasi secara mendadak. Kesenjangan pelatihan juga menjadi 

persoalan tersendiri. Bu Defrina menyebutkan bahwa ASN lebih banyak mendapat 

pelatihan dibandingkan non-ASN. Akibatnya sebagian staf mengandalkan learning 

by doing atau pembelajaran berbasis pengalaman. Winter menyebut fenomena ini 

sebagai street-level interpretation, yakni ketika pelaksana menafsirkan kebijakan 

berdasarkan pengalaman personal karena keterbatasan pelatihan formal. 

Respons kelompok sasaran terhadap layanan PERLEVA secara umum positif. 

Bu Wiwin Sukaningsih, keluarga PMI yang memanfaatkan layanan pemulangan 

jenazah, memberikan penilaian yang tinggi: "Pelayanan cukup tertata dan sangat 

dibutuhkan... petugas cepat dan responsif." Terkait kemudahan memahami 

prosedur, ia menambahkan: "Saya yang sudah tua begini... waktu dijelaskan 

langsung mengerti." Hal ini menunjukkan kemampuan pelaksana dalam 

menerjemahkan prosedur teknis menjadi informasi yang ramah bagi masyarakat 

awam. Mayoritas PMI yang ditangani UPTP2TK berasal dari latar belakang 

pendidikan rendah (SD–SMP) dan kondisi ekonomi lemah. Bu Defrina menegaskan 

kondisi ini mendorong PMI bekerja di sektor domestik dan informal yang rentan 

eksploitasi. Winter menekankan bahwa semakin rentan kelompok sasaran, semakin 

tinggi intensitas interaksi yang harus dilakukan pelaksana dan semakin kompleks 

respons implementasi yang dibutuhkan. 

Kendala dari sisi kelompok sasaran muncul ketika keluarga PMI tidak 

memahami prosedur administrasi pemulangan jenazah atau klaim jaminan sosial. 

Bu Nurul mengungkapkan: "Komunikasi dengan keluarganya yang di desa yang 

susah karena kebanyakan tidak paham akan prosedur pemulangan." Variasi 

kemampuan administratif ini memperlambat penanganan kasus dan menambah 

beban kerja pelaksana. Meski begitu, masyarakat juga berperan aktif sebagai 

pelapor awal yang menjadi pintu masuk penanganan kasus. Faktor pendukung 

implementasi PERLEVA meliputi kerangka regulasi yang kuat dan jelas sebagai 
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dasar legitimasi pelaksanaan program, komitmen pelaksana yang tinggi, tercermin 

dari kesiapsiagaan melayani 24 jam termasuk pada hari libur, ketersediaan sarana 

yang memadai berupa tiga unit ambulans, shelter transit, kendaraan operasional, 

dan counter PMI di Bandara Juanda, respons positif kelompok sasaran yang 

mendukung kelancaran proses layanan, serta mekanisme koordinasi lintas instansi 

melalui grup TPPO dan evaluasi berkala yang mencegah tumpang tindih 

kewenangan. 

Faktor penghambat meliput, keterbatasan jumlah SDM pada Seksi PERLEVA 

yang tidak sebanding dengan volume kasus yang terus meningkat, diperparah oleh 

tren pensiun yang tidak diimbangi rekrutmen baru, kesenjangan pelatihan antara 

ASN dan non-ASN sehingga sebagian staf bergantung pada pengalaman lapangan, 

keterbatasan anggaran untuk kasus darurat seperti pengeluaran jenazah dari kargo 

bandara atau pemulangan PMI sakit yang datang mendadak, koordinasi yang tidak 

selalu berjalan optimal akibat perbedaan prioritas antar instansi dan sulitnya 

memanggil P3M, serta variasi kemampuan administratif keluarga PMI yang 

memperlambat proses pelayanan, terutama pada kasus pemulangan jenazah dan 

klaim BPJS. 

 

D. PENUTUP 

Implementasi Program PERLEVA di UPTP2TK Jawa Timur berjalan cukup 

efektif sebagai wujud nyata perlindungan PMI bermasalah di tingkat daerah. 

Keefektifan tersebut merupakan hasil interaksi kompleks antara tiga dimensi dalam 

Model Winter (2012), yaitu konteks kebijakan yang kuat secara regulatif, kapasitas 

dan komitmen pelaksana yang tinggi, serta respons positif dari kelompok sasaran. 

Dari aspek hubungan antar organisasi, UPTP2TK membangun jejaring koordinasi 

lintas instansi yang cukup ekstensif dengan BP2MI/BP3MI, Disnaker 

kabupaten/kota, KBRI/KJRI, Dinas Sosial, rumah sakit, NGO, dan instansi daerah. 

Koordinasi melalui grup TPPO dan zoom meeting evaluasi menunjukkan komitmen 

pencegahan tumpang tindih kewenangan, meskipun tantangan berupa perbedaan 

prioritas instansi dan keterlambatan surat dari luar negeri masih kerap terjadi. Dari 

aspek perilaku birokrasi garis depan, pelaksana PERLEVA memiliki kompetensi 

teknis yang memadai, memahami delapan SOP yang berlaku, dan menunjukkan 

komitmen luar biasa dengan bersedia melayani 24 jam tanpa mengenal hari libur.  

Namun keterbatasan jumlah SDM, kesenjangan pelatihan antara ASN dan 

non-ASN, serta keterbatasan anggaran untuk kasus darurat menjadi hambatan 

struktural yang perlu segera diatasi. Dari aspek perilaku kelompok sasaran, PMI 

dan keluarganya memberikan respons positif terhadap layanan yang dinilai 

responsif, mudah dipahami, dan tidak berbelit. Variasi kemampuan administrasi 

keluarga PMI yang umumnya berasal dari latar belakang pendidikan rendah 

menjadi tantangan yang menuntut pendampingan lebih intensif dari pelaksana. 

Penelitian ini merekomendasikan penambahan jumlah SDM pada Seksi PERLEVA 

secara proporsional, pemerataan pelatihan teknis bagi seluruh staf termasuk non-

ASN, penyederhanaan materi informasi publik agar mudah dipahami keluarga PMI, 

penguatan digitalisasi layanan untuk mempercepat koordinasi lintas instansi, serta 

pembenahan mekanisme pendanaan layanan darurat agar penanganan kasus 

mendadak tidak terhambat keterbatasan anggaran. 
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